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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET
PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
(Penerimaan Tahun 2016-2017 Di Kota Bandar Lampung)

Oleh

LISDARIA

BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar
Lampung pada tahun 2013 telah mencapai target penerimaan sebesar 137.04%.
Namun, pada tahun-tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2014-2017, BPHTB tidak
pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini menitik beratkan
pada faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yang
bersumber dari BPHTB tahun anggaran 2016-2017 di Kota Bandar Lampung
berdasarkan sistem administrasi perpajakan yang tepat, kesadaran dan pemahaman
warga negara, dan kualitas petugas pajak. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem
administasi yang digunakan belum berbasis internet, sehingga Wajib Pajak dalam
upaya melengkapi persyaratan perpajakannya harus datang ke Loket BPHTB Kota
Bandar Lampung secara langsung dan masih terdapat Wajib Pajak yang
melaporkan nilai objek pajak yang lebih kecil. Kemudian pada indikator
kesadaran dan pemahaman warga negara, Wajib Pajak sudah menyadari
pentingnya membayar pajak dan mengetahui fungsi pajak secara umum. Namun,
masih terdapat Wajib Pajak yang belum mengetahui sistem perpajakan dalam
BPHTB sehingga memutuskan untuk meminta bantuan kepada pihak ketiga
(Notasris/PPAT). Sedangkan pada indikator kualitas petugas pajak, dalam
memberikan pelayanan administrasi sudah berdasarkan SOP, namun belum
terdapat prosedur resmi yang dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan
kunjungan lapangan dalam upaya memastikan kebenaran informasi terkait nilai
objek pajak yang dilaporkan.

Kata Kunci : BPHTB, Self Assessment System, Kota Bandar Lampung



ABSTRACT

FACTORS CAUSED NOT ACHIEVE THE TARGET OF RECEIVING
DUTY FOR THE ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHTS
(Receipts for 2016-2017 in Bandar Lampung City)

By
LISDARIA

BPHTB as a source of Regional Original Revenue in Bandar Lampung City in
2013 has reached the revenue target of 137.04%. However, in the following years,
namely in 2014-2017, BPHTB never reached the target that had been set. This
study focuses on the factors causing the non-achievement of tax revenue targets
sourced from BPHTB for the 2016-2017 fiscal year in Bandar Lampung City
based on an appropriate tax administration system, citizen awareness and
understanding, and the quality of tax officers. The research method used is
qualitative research, with interview data collection techniques, documentation,
and observation. The results show that the administrative system used is not
internet-based, so that taxpayers in an effort to complete their tax requirements
must come to the BPHTB counter in Bandar Lampung City directly and there are
still taxpayers who report a smaller tax object value. Then on the indicators of
awareness and understanding of citizens, taxpayers have realized the importance
of paying taxes and knowing the function of taxes in general. However, there are
still taxpayers who do not know the tax system in BPHTB so they decide to ask
for help from a third party (Notaris/PPAT). While the indicators of the quality of
tax officers, in providing administrative services are based on SOPs, but there is
no official procedure that can be used as a guide when conducting field visits in an
effort to ensure the correctness of information related to the value of reported tax
objects.

Keywords: BPHTB, Self Assessment System, Bandar Lampung City
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak
Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mandiri
dalam melaksanakan pemerintahan. Menurut Anggraini (2015:1) Daerah harus
bisa mengatur keuangan sendiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.
Adanya otonomi daerah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi
pemerintah daerah untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menggali
potensi daerah guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana.

Pelaksanaan pembangunan daerah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut
PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber PAD antara lain adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.
Dalam upaya mewujudkan kemampuan, dan kemandirian daerah serta
memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur
APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur
kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Menurut Horota (2017:2)

minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus



segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah
daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat.

Salah satu penyebab belum tergalinya potensi pendapatan daerah antara lain
adalah kurangnya kepekaan pemerintah daerah dalam menemukan keunggulan
budaya dan potensi PAD. Selain itu penyebab lainnya adalah kepatuhan dan
kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah. Lemahnya sistem hukum
dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran
birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan  programnya dan
ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai merupakan hambatan

lainnya.

Selama lima tahun terakhir, PAD Kota Bandar Lampung yaitu sejak tahun 2013
sampai tahun 2017 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut
ini tabel Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung tahun 2013 sampai
tahun 2017.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun Anggaran 2013-2017

No. | Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1. 2013 418.111.740.815,52 367.280.104.011,88 87,84 %
2. 2014 495.200.463.931,26 394.646.889.446,59 79,69 %
3. 2015 769.108.142.606,24 397.547.326.856,39 51,69 %
4, 2016 757.745.187.987,05 483.379.398.034,84 63,79 %

5 2017 994.795.696.600,00 612.809.680.623,87 61,60 %

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah/Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2018

(Zulniyadi dalam Lampost.co diakses pada 15 November 2018 pukul 13.26
WIB) Herman HN selaku Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa
tidak terpenuhinya target disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Dana Bagi
Hasil (DBH) pemerintah Provinsi Lampung sebesar 150 Milyar rupiah yang tak
kunjung dibayarkan. Beliau menambahkan bahwa terdapat beberapa potensi
yang belum bisa dimaksimalkan. Terkait pernyataan diatas, dapat dikatakan
bahwa pemerintah daerah Kota Bandar Lampung belum bisa memaksimalkan
kemampuannya dalam menggali potensi daerah.



Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang
berupaya mengoptimalkan sumber PAD guna tercapai pembangunan yang
efektif dan efisien. Sumber PAD Kota Bandar Lampung antara lain adalah
Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Salah satu
potensi Kota Bandar Lampung yang dapat meningkatkan PAD adalah

bersumber dari pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 10 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Kota Bandar Lampung pajak
daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, selama
lima tahun terakhir, dari tujuh sumber pajak di atas hanya Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) yang mencapai target
tertinggi yaitu dengan capaian sebesar 137,04 persen pada tahun 2013.
Sedangkan pada tahun 2014-2017 BPHTB tidak pernah mencapai target yang
telah ditetapkan. Pada tahun 2014, BPHTB hanya mencapai target sebesar
85,49 persen sedangkan pencapaian tertinggi bersumber dari Pajak Hotel.
PAD Kota Bandar Lampung yang bersumber dari Pajak Hiburan telah
mencapai target selama tiga tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2015 sampai
tahun 2017. Sedangkan PAD Kota Bandar Lampung yang bersumber dari

BPHTB selalu mengalami penurunan capaian target.

BPHTB adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk

hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang



pemindahan haknya dilakukan dengan akta. BPHTB mempunyai peran
penting terkait dengan keuangan daerah. BPHTB merupakan salah satu
sumber PAD Kota Bandar Lampung dalam upaya memaksimalkan APBD yang
dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah Kota Bandar
Lampung sebagai wujud dari otonomi daerah. Pembangunan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Agu (2015:231) pemungutan BPHTB didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000. Pada perkembangan berikutnya sejak 1 Januari 2011
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan
pengelolaannya ke Pemerintah Daerah sehingga menjadi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD) dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Terhitung mulai 1 Januari 2011, BPHTB akan resmi sepenuhnya 100%

menjadi Pajak Daerah.

Pengalihan BPHTB ke dalam pajak daerah pada Kota Bandar Lampung
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah diberlakukan sejak 2 Februari 2011. Menurut Radjijo
(2007:78) Secara umum terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam
pemungutan BPHTB antara lain disebabkan oleh rendahnya produktifitas para
pegawai yang bertugas mengelola BPHTB. Hal ini terjadi karena keterbatasan
jenis dan jenjang pendidikan pelatihan yang diikuti pegawai serta

ketidaksesuaian jumlah pegawai dengan beban kerja yang ada.

Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat
dalam pembayaran BPHTB menyebabkan sering terjadinya rekayasa harga
transaksi tanah atau bangunan dibawah NJOP atau sama dengan NJOPTKP,
tidak berjalanya Self Assesment System dalam pembayaran BPHTB oleh
masyarakat. Selain itu, informasi yang harus diterima oleh Wajib Pajak pun

sangat minim. Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang



memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.

Pemberian kepercayaan tersebut tidak serta merta berjalan dengan baik.
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak BPHTB antara lain
adalah kemampuan yang dimiliki Wajib Pajak untuk mengurus BPHTB secara
mandiri belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga Self Assesment System
tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik. Kendala-kendala tersebut akan
berdampak pada target penerimaan yang telah ditetapkan. Berikut penulis
lampirkan target dan realisasi PAD Kota Bandar Lampung yang bersumber
dari BPHTB tahun 2013 sampai tahun 2017 yang menunjukkan pencapaian

target penerimaan hanya pada tahun 2013.

Tabel 2. Target dan Realisasi BPHTB Kota Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2013-2017

No. A-r:;g:rnan Target (Rp) Realisasi (Rp) Ca(%;an
1. | 2013 58.199.999.838,00 79.756.445.254,00 137,04
2. | 2014 75.150.000.002,20 64.245.501.486,95 85,49
3. | 2015 125.150.000.002,20 58.795.146.107,50 46,98
4. | 2016 140.000.000.000,00 73.288.849.485,59 52,35
5 2017 130.000.000.000,00 90.001.874.415,35 69,23

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung/ Badan Pengelola Pajak Dan
Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018

Pada Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa target dan realisasi berubah-ubah
dari tahun 2013-2017 dan tidak memenuhi target yang telah ditentukan selama
empat tahun terakhir. Berdasarkan Informasi yang penulis peroleh saat pra-
riset pada tanggal 14 Januari 2019, faktor penyebab lainnya adalah karena
BPHTB pada dasarnya menggunakan sistem pemungutan Self Assessment
System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga
bukan merupakan pajak aktif dan tidak dapat menetapkan jumlah Wajib Pajak

disetiap tahunnya.

Iklim investasi yang sedang naik turun, penetapan target penerimaan yang

selalu mengalami kenaikan menjadi faktor penyebab lainnya. Kasubid



Penetapan BPPRD Kota Bandar Lampung menyampaikan permasalahan

tersebut selalu terjadi disetiap tahunnya. Selain itu target BPHTB yang selalu

mengalami kenaikan disebabkan oleh kebutuhan organisasi.

Kurangnya

pengetahuan dari Wajib Pajak juga merupakan faktor penyebab rendahnya

penerimaan BPHTB dan terdapat beberapa dari Wajib Pajak yang tidak jujur

dalam melaporkan nilai transaksi Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Berikut penulis lampirkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan penelitian ini.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Hasil dan Metode Penelitian
1. Yafet Evaluasi Rendahnya produktifitas para pegawai yang bertugas
Krismatius Pengalihan mengelola BPHTB di Pemerintah Kota Gunungsitoli
Buulolo Bea Perolehan | karena keterbatasan jenis dan jenjang pendidikan
Hak Atas pelatihan yang diikuti pegawai serta ketidaksesuaian
Tanah dan jumlah pegawai dengan beban kerja yang ada;
Bangunan Peraturan-peraturan daerah tentang pelaksanaan
(BPHTB) Di pemungutan BPHTB masih belum sepenuhnya sesuai
Pemerintah dengan asas dan prinsip perpajakan serta peraturan
Kota perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini
Gunungsitoli menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
2. Rofily Putri | Pengaruh Jumlah transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan
yandari dan | Jumlah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama
Oktavianti Transaksi Jual | periode 2012-2016 terus mengalami penurunan, tetapi
Setiawanti Beli Tanah pajak BPHTB atas transaksi jual beli terus mengalami
dan atau peningkatan. Hal tersebut dikarenakan semakin
Bangunan dan | tingginya harga tanah dan bangunan di Kota Bandung.
Pajak BPHTB | Penerimaan pajak BPHTB secara parsial memiliki
Terhadap pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak
Pajak Daerah | daerah dikarenakan naiknya NJOP tanah bangunan
Kota Bandung | dan banyak proyek pembangunan infrastruktur di
KotaBandung. Pada penelitian ini menggunakan
metode analisis  deskriptif  verifikatif dengan
pendekatan kuantitatif.
3. Ikramullah Peranan Pajak | peranan BPHTB terhadap pendapatan dari sektor
Bea Perolehan | Pajak Daerah hanya memberikan peranan yang sedikit
Hak Atas sekali yaitu sebesar 5,95% terhadap Pendapatan Asli
Tanah dan Daerah. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi
Bangunan yaitu belum adanya Standar Operasioal Prosedur
untuk BPHTB dan belum terbentuknya UPTD BPHTB,
Meningkatkan | Kurangnya Pengawasan kepada wajib Pajak BPHTB
Pendapatan dan banyaknya jual beli di bawah tangan. Pada
Asli Daerah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
Kabupaten normatif dan yuridis empiris.
Pidie
4. Radjijo Pemungutan Dalam penerapan sistem self assessment terhadap
Pajak wajib pajak badan kurang dapat berjalan dengan baik,
Penghasilan bukan kesalahan WP, tetapi pada sistemnya dan aparat
Dengan pelaksanaannya. Selain itu, dalam pemungutan pajak




Sistem Self penghasilan dengan menggunakan sistem  self
Assesment assessment ternyata banyak, mengalami hambatan-
Bagi Wajib hambatan, baik dari pemungut pajak maupun wajib
Pajak Badan pajak, sehingga pemungut pajak dengan sistem self
assessment belum bisa berjalan dengan maksimal.
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif.
5. Meilan Agu | Evaluasi Penerapan sistem pemungutan Pajak Bea Perolehan
Penerapan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten

Sistem Pajak
Bea Perolehan
Hak Atas
Tanah Dan
Bangunan
(BPHTB)
Sebagai Pajak
Daerah Pada
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Minahasa
Tenggara

Minahasa tenggara menggunakan Self Assessment
System. Dalam penerapan Self Assessment System
belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak
belum menggunakan Nilai Perolehan Obyek Pajak
(NPOP) yang sebenarnya sebagai dasar penghitungan
atau pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan. ini desebabkan oleh adanya kecederungan
menghindari pajak mengakibatkan wajib pajak
menyampaikan NPOP tidak yang sebenarnya
sehingga dasar pengenaan pajak beralih ke Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP). Pada penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif.

Perbedaan permasalahan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

penulis akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab tidak

tercapainya target penerimaan BPHTB berdasarkan sistem administrasi

perpajakan,

kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak, dan kualitas petugas

pajak/Fiskus. Pada penelitian terdahulu tersebut membahas tentang evaluasi

pengalihan BPHTB, pengaruh jumlah transaksi tanah atau bangunan terhadap

Pajak Daerah, serta lokasi penelitian yang berbeda.

Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Tidak Terapainya Target

Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tahun 2016-
2017) Di Kota Bandar Lampung ?

2. Mengapa Target Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Tahun 2016-2017) Di Kota Bandar Lampung Tidak Tercapai?




C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui
penyebab tidak tercapainya target penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (penerimaan tahun 2016-2017 di Kota Bandar Lampung).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang
sistem administrasi pemungutan pajak daerah dan perilaku Wajib Pajak
khususnya pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Mata Kuliah
Keuangan Daerah, Mata Kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung khususnya Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi
permasalahan terkait rendahnya penerimaan yang bersumber dari Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo dalam (Setiawan,2018:172) Pendapatan Asli Daerah
adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Menurut Halim dalam
(Alhusain,2017:20) Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi-
potensi yang terdapat di daerah itu sendiri, baik dari sumber pajak, retribusi
dan lain-lain pendapatan yang sah yang dioptimalkan guna membiayai
kebutuhan daerah tersebut. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 157 yaitu :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai
badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan

pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum
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yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaanya
bisa langsung dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena
memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang
bersangkutan. Retribusi daerah mempuyai sifat-sifat yaitu
pelaksanaanya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus
memenuhi persyaratan-persyaratan formil maupun materil, tetapi ada
alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang
sifatnya budgetatinya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi
daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan.  Hasil perusahaan milik daerah merupakan
pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang
berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja
daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan derah yang
dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan maka sifat
perubahan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat
menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan
kemanfaatan umum dan memperkembengkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang
tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, restibusi daerah,
pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai
sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan
yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut
bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan memantapkan suatu

kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2) Dana perimbangan diperolen melalui bagian pendapatan daerah dari
penerimaan pajak bumi dan bangunan dari pedesaan, perkotaan,

pertambangan sumber daya alam, dan serta bea perolehan hak atas tanah
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dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi

umum, dan dana alokasi khusus.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan derah dari
sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan Tentang Pajak

Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 besar tarif Pajak Daerah

antara lain adalah :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor 10%
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
d. Pajak Air Permukaan 10%
e. Pajak Rokok 10%
2.  Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
a. Pajak Hotel 10%
b. Pajak Restoran 10%
c. Pajak Hiburan 75%
d. Pajak Reklame 25%

Pajak Penerangan Jalan 10%

@

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
g. Pajak Parkir 30%
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h. Pajak Air Tanah 20%

I. Pajak Sarang Burung Wallet 10%
j- BPHTB 5%

k. PBB P2 3%

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak
terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibukota
Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk
daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Menurut Tjip dalam
(Rosdiana,2014:65) untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik,

ada lima tolak ukur yang dapat digunakan, yaitu :

a.  Hasil (Yield)
Memadai tidaknya suatu pajak daerah dalam kaitan dengan berbagai
layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya
memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi,
pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak
dengan biaya pungut.

b.  Keadilan (Equity)
Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-
wenang. Pajak harus adil secara horizontal dan vertikal. Pajak haruslah
adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-
perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu
daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan
perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c.  Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)
Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat)
penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan
ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan
produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau

menabung, dan memperkecil “beban lebih” pajak.
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d.  Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement)
Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan
kemampuan tata usaha.

e.  Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as A Local
Revenue Source)
Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan
tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara
memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain. Dari segi
potensi ekonominya, pemungutan pajak daerah juga hendaknya tidak
mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah. Selain itu, pajak
daerah hendaknya juga tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari

kemampuan tata usaha daerah.

Pengertian Pajak

Menurut Wahyutomo (1994:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor
swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang
pemungutannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara
langsung ditunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pendorong, penghambat

atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan negara.

Menurut Djajadiningrat dalam (Resmi,2005:1) pajak sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi
bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta
dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara

langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan menurut Suprianto (2011:1) definisi Pajak adalah iuran atau
pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak)

untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas
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jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang

dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung

terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan

tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat

diambil kesimpulan yaitu terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak :

1.

luran/pungutan

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga negara kepada
negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggung jawab
sebagai rakyat. Awalnya memang pajak ini pada zaman kerajaan disebut
sebagai upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada rajanya.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas
pajak untuk memaksa Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan
kewajiban pajaknya. Sebab undang-undang menurut sanksi-sanksi
pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh
undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan
penyitaan terhadap harta bergerak/tetap waib pajak.

Pajak dapat dipaksakan

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu
Wajib Pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu
menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat
menyandera Wajib Pajak dengan memasukkannya ke dalam penjara.
Tidak menerima kontraprestasi

Ciri khas pajak dibading dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib
pajak tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung
dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya suyek pajak
menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan
masyarakat lainnya.

Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak yang dipungut tidak pernah ditunjukkan untuk khusus, artinya
semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat

banyak atau umum.
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Klasifikasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) Pengelompokan atau klasifikasi pajak terdiri

dari beberapa bagian, antara lain:

1. Berdasarkan Golongannya

Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain,
contohnya yaitu pajak penghasilan.

Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya yaitu pajak pertambahan

nilai.

2. Berdasarkan Sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak,
contohnya yaitu pajak penghasilan.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contoh: pajak pertambahan

nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah, dan bea materai.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah
terdiri atas :

a. Pajak provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan

bakar kendaraan bermotor.
b. Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak

hiburan.
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Self Assessment System

Menurut Mardiasmo (2013:7) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga
yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding
System. Sistem pemungutan yang digunakan dalam BPHTB adalah Self
Assessment System. Self Assesment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni
self yang artinya sendiri, dan to asses yang artinya menilai, menghitung,
menaksir. Dengan demikian makna pengertian Self Assesment adalah
menghitung atau menilai sendiri.  Jadi, Wajib Pajak sendirilah yang
menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi, Self
Assessment System (SAS) Adalah suatu sistem perpajakan yang memberi
kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri

kewajiban dan hak perpajakannya. Ciri-cirinya antara lain adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
Pajak sendiri

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Menurut Djulianto (2015:24) Self Assessment System adalah sistem
pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan
besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada Wajib Pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan
sendiri kepada administrasi perpajakan. Kewajiban membayar pajak tidak
tergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak. Aktivitas mendaftar,
menghitung jumlah pajak terutang, membayar jumlah pajak terutang dilakukan
sendiri oleh Wajib Pajak, aktivitas ini merupakan perwujudan penetapan pajak

oleh Wajib Pajak sendiri (self assessment). Dalam hal ini dikenal dengan :

a) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk memperolen Nomor
Pajak Wajib Pajak (NPWP)
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b) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap bulan dan setiap tahun.

¢) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi / kantor pos
d) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak

e) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT
(Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Mekanisme penetapan sendiri dilakukan dengan menyampaikan laporan
tentang obyek dan bukan obyek pajak, jumlah pengeluaran, penghitungan
jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri dengan mengisi dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan (SPT) disertai pembayaran atas pajak terutang yang
dihitung sendiri. SPT yang disampaikan merupakan bukti penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) UU KUP yang berbunyi:
“Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan
oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selama administrasi perpajakan tidak mengoreksi jumlah pajak terutang yang
telah ditetapkan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (dalam SPT) dengan
menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar maka SPT yang telah
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak telah menjadi bukti bahwa Wajib
Pajak telah menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak
terutang (melaksanakan self assessment). Menurut Hidayat (2013:35) Fiskus
dalam hal ini Direktoral Jendral Pajak, berkewajiban untuk memberikan
pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, sehingga wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada

pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan
sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan
kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan

yang harus dijalankan oleh diretorat jendral pajak perlu juga dibarengi dengan
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upaya penegakan hukum. Penegakan hukum diwujudkan dalam bentuk
pengenaan sanksi di bidang perpajakan, tujuannya untuk mencapai suatu

tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, salah satunya berupa
kegiatan pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu dan
berkesinambungan. Menurut Moenir dalam (Rangkuti, 2017:65) pelayanan
adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang
langsung diterima. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan
merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain agar masing-masing
memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mendapat kepuasan. Sedangkan
Pemeriksaan menurut Hanantha (2005:4) adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya, untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain,
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Menurut Rahayu (2017:113) kewajiban Wajib Pajak dalam Self Assesment
System antara lain adalah :

1. Mendaftarkan Diri Ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan
Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk
diberikan NPWP. Fungsi NPWP adalah :

a. sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
b. sebagai identitas Wajib Pajak
c. menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi

d. dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
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Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperolen beberapa manfaat
langsung lainnya, seperti: sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit
pajak) atas Fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak Ke
Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan

surat izin usaha perdagangan.
2. Mengitung Pajak Oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang
yang dilakukan setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah
mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi
dalam tahun berjalan dikenal sebagai kredit pajak. Selisih antara pajak yang

terutang dengan kredit pajak dapat berupa:
a) Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak.
b) Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya.
¢) Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri Oleh Wajib Pajak
a) Membayar Pajak

- membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap

bulan , pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

- pemungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak oleh pihak yang

ditunjuk pemerintah.
- pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai
b) Melaksanakan pembayaran pajak

pembayaran pajak dapat dilakukan di Bank-Bank Pemerintah maupun

swasta dan Kantor Pos dengan menggunakan surat Setoran Pajak (SSP)
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yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain
melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).

c) Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21,22,23,26, PPh final
pasal 4(2), PPh pasal 15 dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak untuk
PPh dikreditkan pada akhir tahun. Sedangkan PPN dikreditkan pada
masa diberlakukannya pemungutan dan mekanisme Pajak Keluar dan

Pajak Masukan.

Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak

Timbulnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2005:11) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak

(saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu ajaran material dan ajaran formal.

1.

Ajaran Material

Ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena
diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang
akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenai pajak atau tidak
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten
dengan penerapan Self Assessment System.

Ajaran Formal

Ajaran formal menyatakan bahwa utang pajak timbul karena
dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus (pemerintah). Untuk
menentukan apakah sesorang dikenai pajak atau tidak, berapa jumlah
pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat
dilakukan dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten

dengan penerapan Official Assessment System.
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b. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Resmi(2005:12) Utang pajak akan berakhir atau hapus jika terjadi hal-

hal sebagai berikut:

1.

Pembayaran/pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh
pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri
oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor
pos).

Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun
kompensasi karena kelebihan pembayaran.

Kadaluwarsa

Kadaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka
waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka
utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat
ditagih lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, utang pajak
akan kadaluwarsa setelah melewati waktu 10(sepuluh) tahun terhitung
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pembebasan/penghapusan

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh Fiskus
karena setelah dilakukan penyelidikan dipandang perlu bahwa Wajib
Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi
karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami

kesulitan likuiditas.
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6. Sanksi Perpajakan

Menurut Hadi (2007:34) Sanksi merupakan jaminan bahwa Kketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/dipatuhi/ ditaati. Sanksi perpajakan terdiri dari :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara,

khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut peraturan dalam

undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa
denda yang besarannya bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-
undang, bunga sebesar 2% dan kenaikan sebesar 50% dari pajak yang
kurang dibayar.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat

terakhir atau banteng hukum yang digunakan Fiskus agar norma

perpajakan dipatuhi. Ada tiga macam sanksi pidana, yaitu:

1. Denda pidana, dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat
pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan, hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat
pelanggaran, dan dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak
ketiga.

3. Pidana penjara, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.
Pidana penjara diancam terhadap kejahatan, ancaman pidana penjara
tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat
dan Wajib Pajak.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat
dikelompokkan menjadi :
a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebakan antara

lain :
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- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat

- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar

undang-undang.
- Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggelapkan pajak)

C. Tinjauan Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

1. Pengertian BPHTB

Menurut Suprianto (2011:117) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah wasiat
atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya
dilakukan dengan akta. Menurut peraturan undang-undang BPHTB bahwa Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.
Sedangkan pengertian perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah

hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya.
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Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:360) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas

tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

meliputi:

1. Pemindahan hak karena

a.

b.

Jual-beli

Tukar-menukar

Hibah

Hibah wasiat

. Waris

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan

. Penunjukan pembeli dalam lelang

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Penggabungan usaha
Peleburan usaha

Pemekaran usaha

m. Hadiah

2. Pemberian hak baru karena

a.

b.

Kelanjutan pelepasan hak

Di luar pelepasan hak
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3. Tidak Termasuk Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:361) Objek pajak yang tidak dikenakan PBHTB

adalah objek pajak yang diperoleh:

a.

b.

Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan
keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan
organisasi tersebut

Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama

Orang pribadi atau badan karena wakaf

Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

4. Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:362) yang menjadi subjek pajak adalah orang

pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek

pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak

BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Budiono (2016:5) Wajib Pajak

adalah orang pribadi dan badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di
Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan badan merupakan sekumpulan
orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, perkumpulan,yayasan,organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya.

Wajib Pajak

Menurut Basuki (2017:115) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat
pula disebut dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Wajib Pajak
BPHTB adalah subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Menurut Mardiasmo (2013:56)

Terdapat beberapa Kewajiban dan hak wajib pajak, antara lain:

a. Hak-Hak Wajib Pajak
1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran
pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam

surat ketetapan pajak.



10.

11.

27

Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta
pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban
pajaknya.

Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Mengajukan keberatan dan banding.

Kewajiban Wajib Pajak

1.

2.

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan

ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Jika diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.

Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh
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suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan

pemeriksaan.

Menurut Oldman dalam (Suryanto,2013:216) mengungkapkan, melalaikan

pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh:

a. Ketidaktahuan (ignorance)
Yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

b. Kesalahan (error)

Yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung.

c. Kesalahpahaman (negligance)
Yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya

secara lengkap.

Tarif dan Tata Cara Penghitungan BPHTB

Mardiasmo(2013:363) Besarnya tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima
persen). Besarnya BPHTB diukur dengan menilai terlebih dahulu besarnya
Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yang selanjutnya dikalikan dengan tarif

BPHTB atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

BPHTB = NPOPKP x  Tarif
(NPOP — NPOPTKP) x 5%
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Ket:

BPHTB : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
NPOPKP  : Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
NPOP : Nilai Perolehan Obyek Pajak

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Contoh :
Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek
Pajak Rp.70.000.000,00. Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak

Kena Pajak yang berlaku di kabupaten/kota tersebut Rp.60.000.000,00.

Nilai Perolehan Obyek Pajak Rp.70.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp.60.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp.10.000.000,00

BPHTB yang terhutang = Rp.10.000.000,00 x 5% = Rp.500.000,00

Tata Cara Pemungutan BPHTB

Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut sistem “self
assesment” artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan
membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya
surat ketetapan pajak. Cara pembayaran pajak adalah wajib pajak membayar
pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan
pajak. Pajak terutang dibayar ke kas negara melalui kantor pos atau Bank
BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri

dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).

Menurut Rahayu (2010:101) Self Assessment System adalah sistem
pemungutan pajak yang memberikan kepercayaaan serta kewenangan kepada

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Hal ini dikenal seperti:
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1. Mendaftarkan ke kantor pajak

2. Menghitung jumlah pajak

3. Menyetorkan pajak ke KPP/ Bank Persepsi
4. Melaporkan penyetoran

5. Mengisi SPTPD sendiri

Adapun syarat dan kelengkapan BPHTB yang perlu dilengkapi oleh Wajib
Pajak berdasarkan data yang diperoleh penulis dari BPPRD Kota Bandar
Lampung Tahun 2019 antara lain :
- Syarat BPHTB jual beli:

1. Copy sporadik/AJB/sertifikat

2. Copy SPPT PBB tahun berjalan

3. Lunas PBB 5 tahun terakhir

4. Copy KTP pembeli dan penjual

5. Mengisi form permohonan

6. Mengisi surat pernyataan

7. Melampirkan foto obyek
- Syarat BPHTB waris:

1. Copy sertifikat

2. Copy SPPT PBB tahun berjalan

3. Lunas PBB 5 tahun terakhir

4. Copy KTP/KK/Ahli waris

5. Copy surat keterangan waris

6. Copy surat keterangan kematian

7. Copy kartu keluarga pihak kewarisan



8.

Mengisi form permohonan

Syarat BPHTB Hibah:

1. Copy sertifikat

no

w

&

5.

6.

Copy SPPT PBB tahun berjalan

Lunas PBB 5 tahun terakhir

Copy KTP pemberi dan penerima hibah
Copy kartu keluarga

Mengisi form permohonan dan pernyataan

Syarat BPHTB lelang:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Copy sertifikat

Copy SPPT PBB tahun berjalan
Lunas PBB 5 tahun terakhir
Copy surat pemenang lelang
Copy KPT pemenang lelang

Mengisi form permohonan

Syarat BPHTB PTSL:

1.

2.

3.

B

o

Copy sertifikat

Copy SPPT PBB tahun berjalan
Lunas PBB 5 tahun terakhir
Copy KTP pemilik setrifikat

Mengisi form permohonan

31
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8. Saat, Tempat dan Cara Pembayaran Pajak Terutang

Menurut Mardiasmo (2013:364) saat yang menentukan terutangnya pajak
adalah

1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk:
a. Jual-beli
b. Tukar-menukar
c. Hibah
d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
e. Pemisahan hak yang mengkibatkan peralihan
f.  Penggabungan usaha
g. Peleburan usaha
h. Pemekaran usaha
i. Hadiah
2. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk:lelang
3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, untuk; putusan hakim
4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
pertanahan, untuk: hibah wasiat dan waris
5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak, untuk:
a. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

b. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak

Menurut Suprianto (2011:123) Tempat pajak terutang adalah di wilayah

kabupaten, kota atau provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.



33

Cara pembayaran pajak adalah Wajib Pajak membayar pajak yang terutang
dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang
dibayar ke kas negara melalui kantor pos atau Bank BUMN atau BUMD atau
tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak
BPHTB

Faktor penghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah menurut Halim
(2004:43) antara lain adalah :

1) Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor-faktor penting dalam
sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem administrasi perpajakan
dan administrasi yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan,
maka pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman

mereka terhadap ketentuan perpajakan.
2) Lemahnya Aparat Pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh
fiskus saat menjalankan perpajakannya. Sementara itu, kemampuan Fiskus
dalam memberikan bimbingan dan pendidikan kepada wajib pajak

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya.

Menurut Rahayu (2010: 27) terdapat beberapa faktor yang sangat berperan
penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana

ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara,yaitu:
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1. Sistem Administrasi Perpajakan
Menurut Rahayu (2017:91) Sistem Administrasi Perpajakan adalah proses
yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan
pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia
yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak. Menurut Rahman
(2010:183) bahwa sistem administasi pajak dalam arti sempit adalah
penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak
Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor

fiskus maupun di kantor Wajib Pajak.

Menurut Arif dkk (2016:2) Administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai
kegiatan pencatatan dalam hal perpajakan sebagimana sesuai dengan yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan. Administrasi perpajakan dalam
arti sempit adalah cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.
Administrasi juga dapat diartikan suatu proses, suatu cara, atau ketentuan
dalam mempermudah pengenaan dan pemungutan pajak sehingga proses
pemungutan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan

undang-undang yang berlaku.

Menurut Rahayu (2013:28) Administrasi perpajakan hendaklah merupakan
prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan
fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat
diperolehnya melalui pemungutan pajak. sistem informasi pajak yang
terintegrasi dengan menggunakan internet akan lebih memudahkan
konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) dan juga untuk memudahkan
wajib pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban
konfirmasi. Selain itu sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak

rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa sistem
administrasi perpajakan adalah prosedur pengenaan atau pemungutan pajak
yang melibatkan kerjasama antara Fiskus dan Wajib Pajak sesuai dengan
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undang-undang yang berlaku. Menurut Gunadi dalam (Arif dkk,2016:2)
Administrasi perpajakan berfungsi untuk melaksanakan ketentuan sistem
pemungutan pajak dan juga mengimplementasikan pemungutan pajak
apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sasaran dari administrasi
perpajakan itu sendiri adalah harus bisa merealisasikan potensi wajib pajak
yang ada, yang akan berimbas dalam jumlah penerimaan pajak negara
secara maksimal, selain itu harus menjadi administrasi perpajakan yang
efektif.

Self Assessment System yang dianut Indonesia, ketentuan formal dalam
administrasi perpajakan dapat memberikan dukungan untuk menciptakan
kepatuhan para wajib pajak, dimana sistem tersebut memberikan berbagai
kemudahan yang diharapkan pajak dibayarkan sesuai dengan fungsi
kegiatan kewajiban perpajakannya.

Menurut Nurmantu dalam (Arif,2016:3) Administrasi perpajakan harus
mempunyai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak,
penetapan pajak sampai penagihan pajak. Pada tahap pendaftaran, wajib
pajak diberi kewenangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya antara
lain adalah mendaftar ke kantor pajak, menghitung jumlah pajak,
menyetorkan pajak ke KPP/Bank Persepsi, melaporkan penyetoran, dan
mengisi SPTPD. Pada tahap penetapan pajak, besarnya tarif BPHTB
ditetapkan sebesar 5% .

Pada tahap penagihan pajak, menurut Suprianto (2011:116) cara
pembayaran pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang terutang
dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak
terutang dibayar ke kas negara melalui kantor pos atau Bank BUMN atau
BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).

Menurut Silvani dalam (Rahayu, 2013:93) administrasi perpajakan

dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah antara lain:
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1. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib
Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

2. Penyelundupan Pajak
Penyelundupan pajak yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih
kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan
lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak

dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

2. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta
tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka akan
makin mudah wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan
memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakan.
Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan
tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi
administrasi maupun pidana. Maka akan diwujudkan masyarakat yang
sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Adapun ketentuan umum dalam Undang-Undang BPHTB No. 20 Tahun
2000 antara lain adalah :

Pasal 1

1. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang
selanjutnya disebut pajak.

2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah

dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
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3. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

4. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

5. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

6. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

7. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih
Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih
besar daripada pajak yang seharusnya terutang.

8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

9. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara
melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau
Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

10. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
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dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih
Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

12. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi :

a. Pemindahan hak karena : 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4.
hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8.
penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11.

peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; 13. hadiah.
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b. Pemberian hak baru karena : 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. diluar
pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. hak milik;

b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas

satuan rumah susun; f. hak pengelolaan.

Pasal 3
(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf;

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

(2) Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak
pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
Menurut mardiasmo (2013:7) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi
tiga, yaitu :
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak. Ciri-cirinya antara lain adalah :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
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- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya antara lain adalah :
- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-
cirinya antara lain adalah :
- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak
ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Fungsi pajak dalam suatu negara terbagi dalam dua jenis fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgeter

Menurut Wahyutomo (1994:7) fungsi budgeter yaitu fungsi pajak yang
bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-
banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan target penerimaan pajak
yang telah ditetapkan. Fungsi budgeter ini berlaku baik penerimaan pajak
pusat dalam APBN, maupun untuk penerimaan pajak daerah dalam APBD.
Tujuannya secara budgeter yaitu agar terdapat posisi anggaran pendapatan

dan pengeluaran yang berimbang (balanced-budget).
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Sedangkan menurut Suprianto (2011:6) fungsi budgeter merupakan fungsi
utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan
sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara
berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku segala pajak untuk
keperluan negara berdasarkan undang-undang. Menurut Rahayu (2010:3)
Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu
pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke
kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang

perpajakan yang berlaku.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta
(rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah pihak yang
membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan
upaya pemungutan pajak dari penduduknya. Disebut sebagai fungsi utama
karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak
digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada
kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum sebelum masehi sudah
dilakukan.

Penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya
mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus memaksimalkan
mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak warga negara untuk tetap dapat
menjalankan kehidupannya dengan layak. Tetapi, pengumpulan dana dari
pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, karena memasukkan dana
secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal atau
sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang

terlewatkan, baik subyek pajaknya maupun obyek pajaknya.

Dengan demikian maka jumlah pajak yang memang seharusnya diterima
kas negara benar-benar masuk semua, dan tidak ada yang luput dari

pengaamatan fiskus mengenai obyek pajak.
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2. Fungsi Regulered (Mengatur)
Menurut Rahayu (2010:4) fungsi regulered disebut juga fungsi mengatur,
yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan
tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair.
Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara,
pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam
hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan

kekayaan dalam sektor swasta.

Sedangkan menurut Wahyutomo (1994:7) fungsi regulered yaitu fungsi
tidak langsung untuk memasukkan uang sebanyak mungkin, tetapi pajak
dipakai sebagai alat untuk menggerakkan perkembangan sarana
perekonomian yang produktif karena adanya fasilitas-fasilitas pajak, maka
hal demikian dapat menumbuhkan obyek pajak dan subyek pajak baru yang
lebih banyak lagi, sehingga tumbuhnya basis pajak lebih meningkat.

Dengan demikian peranan fungsi regulered, yang mana pajak dipakai

sebagai alat untuk :

a. Memberikan proteksi terhadap barang-barang hasil produksi dalam
negeri, misalnya dengan mengenakan PPN dan Pajak Penjualan yang
tinggi untuk barang-barang impor tertentu.

b. Pajak dapat dipakai untuk menghambat lajunya inflasi, yaitu hasil
penerimaan pajak dengan penggunaannya yang tepat, merupakan suatu
alat yang ampuh dan aman untuk mengatur posisi ekonomi dan moneter
nasional

c. Pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong volume ekspor, seperti pada
PPN Ekspor menurut UU PPN Tahun 1983, dikenakan tarif 0%. Dengan
demikian kegiatan ekspor dapat lebih meningkat, sehingga akan
menambah volume penerimaan devisa untuk negara.

d. Untuk menarik investasi modal yang dapat menunjang pengembangan

sarana perekonomian yang produktif.
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Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan
perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif
terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.
Penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu akan meningkatkan
pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud
golong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Moral Tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan
peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang
yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal
kecepatan,tepat, dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan
dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi,

keterampilan dan bermoral tinggi.

Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan,
serta sikap terhadap Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya
mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan
sistem perpajakan secara keseluruhan. Petugas pajak harus kompeten di
bidangnya, dapat menggali obyek-obyek pajak yang menurut undang-
undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan
dan laporan keuangan Wajib Pajak. All in all a good job berarti aparat pajak

juga harus benar-benar mampudan ahli dibidangnya masing-masing.

1) Intelektual
Kemampuan intelektual merupakan suatu keahlian atau kapasitas
bagaimana seorang individu tersebut menjalankan kegiatannya sehari-
hari dengan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Menurut
Robbins (2001:46) kemampuan intelektual adalah kemampuan mental
yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Dapat disimpulkan

bahwa kemampuan intelektual merupakan bagaimana seorang individu
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menjalankan kegiatan mental serta berpikiran jernih berdasarkan ilmu

pengetahuan.

Adapun tugas fiskus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

manajemen pelayanan administrasi BPHTB Kota Bandar Lampung

antara lain adalah:

I

o o

N T @ oo

Petugas pelayanan BPHTB dapat menerima permohonan penerbitan

SSPD-BPHTB setelah Wajib Pajak melengkapi persyaratan sebagai

berikut:

Mengisi Form Laporan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Fotocopy KTP Penjual dan Pembeli

Fotocopy Sporadik/AJB/Sertifikat

Fotokopy SPPT PBB Tahun Berjalan

Fotocopy Lunas PBB Lima (5) Tahun Berjalan

Surat Pernyataan Bermaterai/Risalah Lelang Atau Pemenang Lelang

Foto Objek Pajak

Denah Lokasi

Petugas pelayanan BPHTB melakukan pencatatan berkas

permohonan yang sudah dinyatakan lengkap dan mendistribusikan

kepada Kepala Subbidang Penetapan

Kepala Subbidang Penetapan melakukan verifikasi terhadap berkas

permohonan penerbitan SSPD-BPHTB

a. Berkas yang dinyatakan lengkap dan/atau sesuai dapat
diterbitkan dalam waktu dua hari kerja

b. Berkas yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai diteruskan
kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan
akan diterbitkan dalam waktu empat hari kerja.

Berkas yang telah diverifikasi diteruskan kepada petugas untuk

dilakukan Pengisian/pengetikan Blangko SSPD-BPHTB

Kepala Subbidang Penetapan memberikan Paraf terhadap Blangko

SSPD-BPHTB yang akan diterbitkan dan menyampaikan kepada

Kabid Pendaftaran dan Penetapan untuk diteliti dan di Paraf
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6. Kabid Pendaftaran dan Penetapan melakukan pemeriksaan berkas
dan memberikan Paraf pada Blangko SSPD-BPHTB kemudian
diserahkan kepada petugas adminsitrasi untuk dilakukan Entri Data
dan Proporasi SSPD-BPHTB

7. Berkas yang telah terentri dan diporporasi disampaikan kepada
Sekretaris Badan

8. Sekretaris Badan memberikan Paraf dan menyampaikan kepada
Kepala Badan untuk divalidasi

9. Blangko SSPD-BPHTB yang telah divalidasi Kepala Badan
diteruskan kepada Petugas Adminsitrasi

10. Petugas Administrasi menyerahkan Blangko SSPD-BPHTB yang
telah divalidasi kepada petugas pelayanan BPHTB untuk diserahkan
kepada Wajib Pajak

2) Keterampilan
Menurut Wahyudi (2002:33) keterampilan adalah kecakapan atau
keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya diperoleh dalam
praktek. Keterampilan kerja ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu,
keterampilan mental seperti menganalisa, membuat keputusan,
menghitung dan menghapal. Keterampilan fisik seperti keterampilan
yang berhubungan dengan anggota tubuh dan pekerjaan. Yang terakhir
adalah keterampilan sosial seperti dapat mempengaruhi orang lain atau

berpidato.

3) Moral
Menurut Halden dan Richards dalam (Sjarkawi, 2006:26) merumuskan
pengertian moral sebagai suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan
tindakan. Moral berasal dari bahasa latin mores yang berarti adat
kebiasan. Moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-
patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang
bagaimana manusia hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang
baik.Sedangkan moralitas merupakan nilai-nilai yang senantiasa

dijadikan pegangan maupun pedoman bagi seseorang terkait bagaimana
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cara memperlakukan orang lain atau hal-hal lain secara baik untuk
bertindak sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Pikir

Pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mandiri dalam
melaksanakan pemerintahan dimana daerah harus bisa mengatur keuangan
sendiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Upaya mewujudkan
kemampuan dan kemadirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan
daerah, maka PAD berkontribusi dalam hal tersebut karena PAD merupakan

salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 157 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah antara
lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah; dana perimbangan; lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Salah satu sumber PAD adalah berasal dari BPHTB.
Pemerintah selalu menetapkan target penerimaan yang tinggi di setiap

tahunnya meskipun realisasi penerimaan tak pernah sesuai dengan target.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab tidak tercapainya penerimaan yang bersumber dari BPHTB. Pada
dasarnya BPHTB menggunakan sistem pemungutan pajak Self Assessment
System yaitu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada penelitian
ini, Peneliti akan meneliti terkait Wajib Pajak BPHTB, Fiskus selaku aparatur
penarik pajak dan sistem pemungutan pajak dengan Self Assessment System.
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti
menggambarkan langkah-langkah penelitian dengan kerangka pikir sebagai
berikut:
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Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Penerimaan Tahun 2016-2017 Di Kota Bandar Lampung)
Berdasarkan Teori Rahayu (2010: 27)

\ y
Sistem Administrasi Wajib Pajak Petugas Pajak/
Perpajakan Fiskus
Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara
Penatausahaan/ Kegiatan Kualitas Petugas Pajak
Pencatatan Perpajakan Pengetahuan atau pemahaman pajak, wajib 1. Intelektual
pajak harus meliputi: 2. Keterampilan
1.. Pengetahuan Mengenai Ketentuan 3. Moral Tinggi
Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Pengetahuan Mengenai Sistem
Pemungutan Pajak

3. Pengetahuan Mengenai Fungsi
Perpajakan

Gambar 1. Kerangka Pikir



I11. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan masalah penelitian
menggunakan kata kata tertulis dan tidak menggunakan penghitungan dengan
angka-angka terkait faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target
penerimaan yang bersumber dari BPHTB. Menurut Strauss dan Corbin dalam
(Fitrah,2017:44) secara harfiah, sesuai dengan namanya penelitian kualitatif
adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui
prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnnya

yang menggunakan ukuran angka.

Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Basrowi,2008:21) mendefinisikan
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan
individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh
mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi

perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan

merupakan Kriteria yang bisa diuji secara empiris. Fokus penelitian dapat

mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris.
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Untuk memperjelas konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian

ini, maka fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Sistem administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam
pencapaian tujuan negara yaitu penerimaan pajak yang optimal. Sistem
administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada
kesederhanaan prosedur.  Adapun fokus pada indikator ini adalah
Penatausahaan/ Kegiatan Pencatatan Perpajakan BPHTB di Kota Bandar
Lampung.

2. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah
dan atau bangunan yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi
wajib pajak BPHTB menurut peraturan perundang-undangan. Terkait
dengan Pengetahuan atau pemahaman pajak, wajib pajak harus meliputi:

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.
3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

3. Petugas pajak atau Fiskus berwenang untuk melakukan pelayanan,
pengawasan dan pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Menjalankan
kewenangan tersebut, aparatur pajak atau fiskus harus memiliki kulitas

antara lain Intelektual, Keterampilan, dan Moral Tinggi.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang membahas tentang penyebab tidak
tercapainya target BPHTB, penelitian ini dilaksakan di Kota Bandar Lampung,
titik pengambilan data penelitian yaitu di Kantor Dinas Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Alasan mengapa penulis
memilih lokasi tersebut, karena untuk mendapatkan informasi terkait penyebab
tidak tercapainya target BPHTB, lokasi tersebut tepat untuk dijadikan sebagai
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lokasi penelitian. Pada dasarnya BPPRD berwenang untuk mengurus terkait
pendapatan daerah yang salah satu sumbernya berasal dari pajak.

Jenis Data

Data Primer

Menurut Purhantara (2010:79) data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau
informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah
ditetapkan. Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui
wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan terlebih dahulu panduan
wawancara. Hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam mencari dan
mengumpulkan data serta informasi dari informan. Data primer pada
penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait di Kantor
Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung
berupa penerimaan BPHTB, sistem pemungutan BPHTB dan sanksi yang
diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Data Sekunder

Menurut Purhantara (2010:79) data sekunder merupakan data atau informasi
yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat
publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-
laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian
ini. Data sekunder pada penelitian ini antara lain berupa jurnal, berita, buku
yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dokumentasi berupa data PAD
Kota Bandar Lampung khususnya yang bersumber dari BPHTB.
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E. Penentuan Informan

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016:26) memberi batasan subjek
penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian
melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek
penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek
penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Penentuan informan
dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Menurut Silalahi
(2012:272) Pemilihan sampel purposif atau bertujuan merupakan pemilihan
siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang
dibutuhkan. Adapun informan yang menjadi narasumber sudah sesuai dengan
jabatan yang mereka duduki pada tahun 2016-2017 antara lain :

1. Putra Gunawan, S.Sos., MM : Kepala Sub Bidang Penetapan di BPPRD

Kota Bandar Lampung

2. Fitri Handayani . Staff Sub Bidang Penetapan
3. Novan Sandi . Staff Pelayanan BPHTB

4. Virtin Ana Susanti : Wajib Pajak

5. Heni Susriyani : Staff Notaris

6. Enita : Wajib Pajak

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Fathoni (2011:105) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab
lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang
mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Kedudukan
kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya

jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak
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terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog
sedang berlangsung.

2. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu
pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau
perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut
pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi
(observee).  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan
observasi:
1. Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan

sistematis dan terencana
2. Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan
mengandalkan kekuatan daya ingat.

3. Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk diuji kebenarannya.

3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi
penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan, jurnal-
jurnal, gambar/foto, data statistik dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan
dengan penelitian ini. Metode dokumenter ini merupakan metode
pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan
arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber

data yang paling penting dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang
terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda,
seperti wawancara, observasi, kutipan dan dari dokumen. Oleh Karena itu, data
tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Data-data
tersebut dianalisis dimana prosesnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang
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berlangsung secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data
Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan,
penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang
terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data
berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Reduksi data adalah
kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data adalah
suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan,
membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana
kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Penyajian data
Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat,
bagan, hubungan kausal antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun
yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data
dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan kejadian atau peristiwa yang
terjadi di masa lampau.

3. Menarik kesimpulan/ verifikasi
Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah
melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan pola-pola
yang sudah tergambarkan dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal
atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuali,
kemudian mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang fenomena tersebut

sebagai temuan baru, maka penelitian sudah dianggap selesai.

H. Teknik Keabsahan Data

Menurut Purhantara (2010:102) data penelitian kualitatif yang berupa kata-
kata, kalimat, statement, perilaku dan kejadian yang berhasil dikumpulkan dan
telah diberi kode, kemudian dianalisa kebenarannya. Alat yang dipergunakan
untuk menganalisa data dan informasi adalah teknik analisa data trianggulasi.

Menurut Moloeng dalam (Purhantara,2010:102) metode trianggulasi
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merupakan proses membandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Metode
trianggulasi terdiri atas empat model, yaitu trianggulasi metode, trianggulasi
sumber, trianggulasi situasi, dan trianggulasi teori. Penelitian ini menggunakan

Triangulasi sumber.

Trianggulasi Sumber yaitu cara menguji data dan informasi dengan cara

mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi

tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau dengan bukti

dokumentasi. Hasil komparasi dan pengecekan sumber ini untuk membuktikan

apakah data dan informasi yang didapatkan memiliki kebenaran atau

sebaliknya. Jika data dan informasi benar, maka data dan informasi akan

dikumpulkan dan sebaliknya jika data dan informasi salah atau kurang benar,

maka data sebaiknya dicek ulang kebenarannya dengan metode trianggulasi

yang lain. Dengan demikian, trianggulasi sumber meliputi kegiatan-kegiatan :

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data dan informasi hasil
wawancara;

- Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi;

- Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;

- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain;

- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena
itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan
dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah
Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena
merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan
Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan
Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20° sampai dengan
5°30’ lintang selatan dan 105°28” sampai dengan 105°37’ bujur timur. Ibukota
Propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan
Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km?
yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota

Bandar Lampung dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang
Cermin Kabupaten Pesawaran.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.
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Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km? yang terbagi ke
dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk sebesar
1.184.949 jiwa (berdasarkan sensus 2021). Berikut ini tabel nama ibu kota

kecamatan, jumlah kelurahan dan luas wilayah Kota Bandar Lampung tahun

2014:

Tabel 4. Nama Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan Luas
Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2014

WIB

No. Kecamatan Ibu Kota Kitjur?elaign Lua?m l;;\yah
1. Teluk Betung Barat Bakung 5 11,02
2. Teluk Betung Timur Sukamaju 6 14,83
3. Teluk Betung Selatan Gedung Pakuon 6 3,79
4, Bumi Waras Sukaraja 5 3,75
5. Panjang Karang Maritim 8 15,75
6. Tanjung Karang Timur | Kota Baru 5 2,03
7. Kedamaian Kedamaian 7 8,21
8. Teluk Betung Utara Kupang Kota 6 4,33
9. Tanjung Karang Pusat | Palapa 7 4,05
10. | Enggal Engoal 6 3,49
11. | Tanjung Karang Barat | Gedong Air 7 14,99
12. | Kemiling Beringin Jaya 9 24,24
13. | Langkapura Langkapura 5 6,12
14. | Kedaton Kedaton 7 4,79
15. | Rajabasa Rajabasa Nunyai 7 13,53
16. | Tanjung Senang Tanjung Senang 5 10,63
17. | Labuhan Ratu Kampung Baru Raya 6 7,97
18. | Sukarame Sukarame 6 14,75
19. | Sukabumi Sukabumi 7 23,6
20. | Way Halim Way Halim Permai 6 5,35
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, tanggal 08 Juli 2019 pukul 10.27

Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
(BPPRD)

Gambaran Singkat Tupoksi BPPRD Kota Bandar Lampung

BPPRD merupakan salah satu badan yang sebelumnya bernama Dinas

Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung, DISPENDA
berganti nama menjadi BPPRD mulai sejak awal Januari tahun 2017.
Pergantian nama tidak banyak merubah visi, misi, fungsi dan tugas, hanya

beberapa perubahan didalam struktur kerja. Perubahan nama ini sesuai dengan
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keputusan Wali Kota Bandar Lampung, yaitu yang dituangkan dalam Peraturan
Walikota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

BPPRD merupakan unsur penunjang otonomi daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. BPPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak

daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPRD melaksanakan fungsinya

sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak daerah

b. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknik
sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkupnya

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Visi dan Misi BPPRD Kota Bandar Lampung
a. Visi

Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan masyarakat Bandar

Lampung yang aman, sejahtera, maju, dan modern.

b. Misi

Misi yang dimiliki oleh BPPRD Kota Bandar Lampung adalah:

1. Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan
untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan UU
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Menggali sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan

ekstensifikasi.
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. Meningkatkan ~ kemampuan  SDM/aparatur ~ agar  terwujudnya

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

. Melaksanakan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal

penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara

bertahap dan pasti.

. Menetapkan kualitas data sehingga dapat menetapkan terget penerimaan

yang sesuai dengan potensi sesungguhnya.

. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga menumbuhkan

kepercayaan masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah.

. Menambahkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan

prasarana yang ada dalam rangka mendukung program kerja BPPRD

Kota Bandar Lampung.

3. Tujuan BPPRD Kota Bandar Lampung

Dalam mengiplementasikan misi BPPRD, ditetapkan tujuan yang hendak

dicapai BPPRD Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

b. Tersedianya aparatur yang profesional

c. Tersedianya pendapatan daerah

d. Terciptanya persamaan persepsi dan kerjasama antar institusi terkait

e. Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun secara konsisten dan

integral dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh, untuk itu

p

enentuan sasaran merupakan tindak lanjut dari tujuan yang ditetapkan

secara terukur, apa yang hendak dicapai dalam jangka tertentu. Sasaran

BPPRD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a.
b.

C.

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana

Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya program peningkatan kemampuan aparatur dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah
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Terlaksananya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
PAD.

Struktur Organisasi BPPRD Kota Bandar Lampung

Berdasarkan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang

tugas, fungsi, dan tata kerja badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota

Bandar Lampung, data dokumen yang didapatkan oleh peneliti, dapat diketahui

struktur BPPRD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Kepala BPPRD

Kepala badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak

dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Adapun fungsi kepala badan adalah:

1.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan

retribusi daerah

. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan

anggaran Badan
Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak

daerah

. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang pendapatan daerah

Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah,
retribusi daerah dan PAD lainnya

Pengoordinasian dengan unit dan instansi terkait dalam pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah

. Pembinaan dan pengendalian terhadap UPT

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
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b. Sekretaris BPPRD

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang
administrasi dan kesekretariatan, yang meliputi urusan penyusunan program
dan informasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset. Adapun

fungsi sekretaris:

1. Penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat Badan

2. Pengelolaan urusan program, dan kegiatan satuan kerja Badan

3. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian pada satuan
kerja Badan

4. Pengelolaan urusan keuangan satuan kerja Badan

5. Pengoordinasian bidang dan unit pelayanan yang ada pada lingkup
kerja Badan

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

1. Sub Bagian Program dan Informasi
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang perencanaan dan
pengendalian operasional meliputi, perencanaan dan ekstensifikasi pajak
daerah, pengendalian dan pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi
pajak daerah. Adapun fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Operasional adalah:

1. Penyusunan program dan kegiatan pada Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Operasional
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Pengoordinasian rencana anggaran pendapatan dari pajak daerah
Penyusunan draft peraturan terkait perpajakan daerah dan memberikan
assistensi

Pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi PAD dengan satuan Kerja
Pengelola Pendapatan Daerah dan instansi terkait

Pengoordinasian, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian
operasional pajak daerah

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
Pengolahan data elektronik dan informasi sistem pemungutan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahi tiga sub

bidang yakni sub bidang perencanaan dan ekstensifikasi pajak daerah, sub

bidang pengendalian dan pengawasan serta sub bidang pengolahan data dan

informasi.

d. Bidang Pajak

Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan

dibidang pengelolaan pajak. Adapun fungsi Bidang Pajak adalah:

1.
2.

Penyusunan program dan kebijakan teknik Bidang Pajak
Pengordinasian dalam rangka pemungutan dan pengelolaan pajak, serta
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan/Target penerimaan pajak
daerah

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perpajakan daerah

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelayanan dan UPT
dalam melayani wajib pajak

Pengoordinasian dalam rangka penerimaan pendapatan bagi hasil pajak
dan bukan pajak dari pemerintah provinsi

Pelaksanaan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi

Penerbitan dan penyampaian SPTPD dan STPD kepada wajib pajak
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8. Pembinaan teknis operasional kepada SKPD yang melaksanakan
pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga
sub bidang yaitu Sub Bidang Pajak Reklame, Sub Bidang Pajak Restoran
dan Pajak Penerangan Jalan, Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan
Pajak lainnya.

e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan dibidang pendaftaran, penetapan, keberatan dan
angsuan pajak daerah. Adapun fungsi bidang pendaftaran dan penetapan

adalah:

1. Penyusunan program dan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan
penetapan pajak

2. Pendaftaran wajib pajak, penghimpunan serta pengolahan data obyek
dan subyek pajak

3. Penghitungan dan penetapan pajak

4. Pelayanan terhadap pengajuan keberatan wajib pajak

5. Pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyitaan
terhadap aset wajib pajak yang melakukan tunggakan

6. Pengoordinasian dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang dalam rangka proses pelelangan aset milik wajib pajak

7. Pelaksanaan pelayanan dan verifikasi terhadap BPHTB

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang pendaftaran dan penetapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dibantu oleh Sub Bidang Pendaftaran, Sub Bidang Penetapan, Sub Bidang

Keberatan dan Angsuran.
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f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas badan dibidang pembukuan penerimaan, pembukuan

SKPD/RD dan pelaporan. Adapun fungsi Bidang Pembukuan dan Pelaporan

adalah:

1. Penyusunan program dan kebijakan teknis Bidang Pembukuan dan
Pelaporan

2. Penghimpunan bahan laporan realisasi pendapatan dan piutang pajak

3. Pelaksanaan pembukuan penerimaan, pembukuan SKPD/RD dan
pelaporan

4. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi anggaran pendapatan daerah

5. Pelaksanaan pedoman pengembangan sistem pembukuan dan
pelaporan elektronik yang terintegrasi dalam Satuan Kerja Badan

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
UPT dipimpin oleh seseorang kepala UPT, dalam BPPRD UPT merupakan

unsur pelaksana teknis pada BPPRD Kota Bandar Lampung.
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V1. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kota Bandar Lampung
dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab tidak tercapainya target
penerimaan BPHTB pada tahun 2016-2017 di Kota Bandar Lampung adalah :

1. Sistem administasi yang digunakan dalam menarik pajak BPHTB Kota
Bandar Lampung belum berbasis internet, sehingga Wajib Pajak dalam
upaya melengkapi persyaratan perpajakannya harus datang ke Loket
BPHTB Kota Bandar Lampung secara langsung tidak bisa secara online.
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin
baik pelaksanaan sistem administrasi perpajakan maka pelaporan nilai objek
pajak yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan semakin menurun.

2. Pada indikator kesadaran dan pemahaman warga negara adalah kurangnya
pengetahuan Wajib Pajak terkait sistem perpajakan yang digunakan dalam
BPHTB. Meskipun Wajib Pajak sudah menyadari pentingnya membayar
pajak dan mengetahui fungsi pajak secara umum, namun masih terdapat
Wajib Pajak yang tidak mengetahui sistem perpajakan dalam BPHTB
sehingga memutuskan untuk meminta bantuan kepada pihak ketiga
(Notaris/PPAT).

3. Pada indikator kualitas petugas pajak, meskipun saat memberikan pelayanan
administrasi kepada Wajib Pajak di kantor BPHTB Kota Bandar Lampung
sudah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun belum

terdapat prosedur resmi yang digunakan sebagai panduan saat melakukan
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kunjungan lapangan dalam upaya memastikan kebenaran informasi terkait

nilai objek pajak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran pada penelitian ini antara lain:

1.

Masyarakat selaku Wajib Pajak diharapkan mampu memahami sistem
perpajakan yang digunakan dalam BPHTB, hal ini untuk memudahkannya
dalam mengurus pajak. Selain itu diharapkan Wajib Pajak lebih giat dalam
mencari informasi terkait prosedur mengurus pajak BPHTB baik melalui
media cetak, seperti koran ataupun yang lebih mudah melalui internet. Hal
ini guna menunjang kualitas diri dari Wajib Pajak agar mampu mengurus
pajak secara mandiri.

Diharapkan adanya sosialisasi terkait tata cara perpajakan dalam mengurus
pajak BPHTB

Kepada petugas pajak diharapkan dapat memperketat pengawasan untuk
mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
Selain itu diharapkan petugas pajak bisa membuat prosedur resmi yang
dapat digunakan sebagai panduan pada saat melakukan kunjungan

lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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